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ABSTRAK 
           Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh 
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembuat UUPA, 
maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 UUPA. Akibat hukum 
pendaftaran hak atas tanah adalah “berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang 
dikenal dengan nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
terhadap pemegang hak atas tanah. 
            Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji kekuatan hukum sertifikat hak 
atas tanah bekas hak Eigendom di Kabupaten Tegal, (2) untuk mengkaji hambatan 
dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom di Kabupaten 
Tegal. 
            Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan.  
            Hasil penelitian (1) kekuatan hukum dari sertifikat hak atas tanah baru yang 
berasal dari hak atas tanah eigendom adalah sama seperti sertifikat – sertifikat hak 
atas tanah lainnya yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat akan hak atas tanah 
tersebut, sepanjang penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan syarat – syarat 
yang ditentukan serta pihak penerima hak baru sudah sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA. (2) hambatan  pengurusan sertifikat hak 
atas tanah bekas hak eigendom di Kabupaten Tegal yakni hambatan yang berasal 
dari pemohon dan dari kantor pertanahan. Hambatan dari pemohon lazim terjadi (a) 
kurangnya kelengkapan data, baik data fisik maupun data yuridis tanahnya, (b) biaya 
dan (c) sengketa tanah yang dimohon. Dari kantor pertanahan misalnya (a) masih 
terjadi penundaan yang kurang beralasan, (b) pungutan-pungutan diluar biaya yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah, dan (c) keteledoran pegawai pertanahan baik dalam 
pengisian data atau pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan.  
             Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hokum Universitas Pancasakti Tegal 
 
Kata kunci : hak atas tanah eigendom, sertifikat 
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ABSTRACT 
 
 
In order to legal certainty against the rights holders of land throughout the 
territory of the Republic of Indonesia, as Dicita-citakan by the makers of UUPA, 
it must be implemented land registration pursuant to article 19 UUPA. Due to the 
law of the registration of land rights is "the provision of the letter of proof of 
entitlement known as the certificate of land that applies as a strong proving device 
against the rights holders of the land. 
            The research aims at (1) to assess the legal power of the certificate of 
Rights on the land of the former Eigendom rights in Tegal District, (2) to examine 
the barriers in the management of rights to the former land rights of Eigendom in 
Tegal district. 
            This type of research is the library research of data or materials needed to 
complete the research derived from the literature 
In the form of journal Books, literature, books, research reports, and others related 
to the problem. Collection of data obtained from legal materials 
Secondary, a normative (legal research) approach. Normative juridical approach 
i.e. the approach done in the form of seeking the truth by looking at the principles 
in good terms of the legislation.  
            The results of the research (1) The legal force of the certificate of new land 
rights derived from the land rights Eigendom is the same as the certificate-Other 
land rights certificate as a strong proof of rights to the land, as long as the issuance 
of the certificate has been in accordance with the conditions specified and the 
recipient of the new rights already in accordance (2) The management barrier of 
land rights Certificate of the former Eigendom rights in Tegal District namely 
obstacles originating from the applicant and from the Land Office. Obstacles from 
the applicant are prevalent (a) lack of data completeness, either physical data or 
juridical data of the land, (b) costs and (c) the dispute of the soil requested. From 
the office of the Land such as (a) there is still a lack of reasonable delays, (b) 
levies on the costs set by the Government, and (c) the accuracy of the land officer 
in either filling data or data entry in handling the application letter.  
             Based on the results of the study is expected to be an information and 
input material for students, academics, practitioners, and all the needy in the 
environment faculty of Hokum University of Pancasakti Tegal 
 
Keywords: land rights eigendom, certificate 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
          Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta tanah juga merupakan 
faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan 
kehidupannya pada tanah yang berarti tanah tersebut merupakan kebutuhan pokok 
bagi manusia, di samping kebutuhan pokok tanah memiliki hubungan yang 
bersifat abadi dengan Negara dan rakyat.   
          Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik 
Indonesia  1945 secara konstitusional telah memberikan landasan bahwa bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.1  Dari ketentuan ini dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Pengaturan lebih lanjut terhadap tanah ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Noomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan, 
“Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya itu pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat.”  
         Berdasarkan ketentuan ini, negara selaku badan penguasa atas bumi, air, dan 
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang 
untuk mengatur dalam rangka mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
                                                          
         1 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 2 
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rakyat Indonesia.  Maksud Pasal 2 ayat (1) UUPA adalah bahwa negara 
mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau 
badan hukum maupun tanah-tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau 
badan hukum yang akan langsung dikuasasi oleh negara.2  
         Dalam UUPA, asas hak menguasai negara atas tanah itu diatur dan 
diturunkan ke macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang 
maupun badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hak atas tanah 
kepada perorangan atau badan hukum dengan maksud agar si pemegang hak 
mengelola tanah sesuai hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas 
yang ditetapkan negara. Pemegang hak juga dibebani kewajiban untuk 
mendaftarkan hak atas tanah itu dalam rangka menyokong kepastian hukum. 
UUPA serta aturan-aturan pelaksananya memberikan perwujudan jaminan 
kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. 
Pendaftaran hak atas tanah merupakan sarana penting dalam membangun dan 
mewujudkan kepastian hukum dan penataan kembali penggunaan, penguasaan, 
dan pemilikan tanah.3 
          Tanah yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia akan berhadapan 
dengan masalah setidaknya mengenai (1) keterbatasan tanah, baik dalam jumlah 
maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, dan (2) 
pergeseran pada hubungan anatra pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 
perubahan-perubahan sosial umumnya.   
                                                          
        2 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya 
Bandung: Alumni, 2003, hlm. 2. 
         3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah 
Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 26. 
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        Pengadaan tanah berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 
bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat 
dengan tetap menjamin kepentingan hukum. Secara garis besar dikenal ada 2 
(dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk 
kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan 
swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan 
sosial.  
       Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu, pengadaan 
tanah dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang 
disepakati. Pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat 
memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan 
hak atas tanahnya untuk kepentingan umum. Secara normatif, pengadaan tanah 
berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan 
ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  
         Sehubungan dengan pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus 
ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum 
dan kepentingan pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang 
tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai 
kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya 
maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak 
adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain.  
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          Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya 
untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan 
sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling 
tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh pihak lain, 
oleh karena itu, pengadaaan tanah harus dilakukan sesuai asas-asas berikut : 
1. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan 
berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang 
hak atas tanah. 
2. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak 
positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak 
dan masyarakat luas. 
3. Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti 
kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara 
dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor 
fisik maupun non fisik.          
         Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh 
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembuat 
UUPA, maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 UUPA. 
Berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 UUPA , akibat hukum pendaftaran hak atas 
tanah adalah “berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal dengan 
nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 
pemegang hak atas tanah.  
          Sertifikat yang diberikan itu akan memberikan arti dan peran penting bagi 
pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti atas 
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tanah, baik apabila ada persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan ataupun 
dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan jaminan suatu utang pada bank. 
            Berdasarkan uraian di atas, mendasari penulis untuk menetapkan tema 
“Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Bekas Hak 
Eigendom di Kabupaten Tegal”, sebagai judul penelitian ini. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom 
di Kabupaten Tegal? 
2. Apasajakah hambatan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak 
Eigendom di Kabupaten Tegal?  
 
C. Tujuan Penelitian 
     Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak 
Eigendom di Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengkaji hambatan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas 
hak Eigendom di Kabupaten Tegal. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penilitian ini diharapkan dapat  mengembangkan ilmu 
hukum perdata, khususnya mengenai  (1) kekuatan hukum sertifikat hak atas 
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tanah bekas hak Eigendom, (2) hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah 
bekas hak Eigendom 
2.  Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat 
dalam memahami tentang (1) kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas 
hak Eigendom, (2)  hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak 
Eigendom. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
         Setelah mengidentifikasi tema tentang kekuatan hukum sertifikat hak atas 
tanah bekas hak Eigendom yang perlu diteliti, sudah barang tentu akan dirujuk 
beberapa penelitian yang relevan dengan topik atau tema tersebut. Tinjauan 
pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada pembaca 
bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  yang akan 
dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.4 Berikut 3 judul penelitian 
terdahulu yang relevan. 
1. Yadnya, Putu Andika Kusuma dkk5, mengkaji tentang “Kekuatan Hukum 
Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom”,  hasil kajiannya adalah 
Dalam Buku II KUHPerdata mengatur beberapa hak barat terkait tanah yaitu : 
hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, hak hypotheek, dan hak lain – lain 
                                                          
          4 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Campuran. Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016. Hlm.36 
5 Yadnya, Putu Andika Kusuma dkk , “Kekuatan Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas 
Hak Eigendom, 2019 
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yang dapat membebani hak eigendom. Hak eigendom atas tanah dinyatakan 
dalam Pasal 571 Bab Ketiga Buku II KUHPerdata, yang menentukan bahwa 
“Hak milik (eigendom) atas sebidang tanah mengandung di dalamnya 
kemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan di dalam tanah.” Setelah 
berlakunya UUPA, hak-hak atas tanah yang pernah ada yang berasal dari 
tanah adat dan tanah barat tersebut harus dikonversikan sesuai dengan 
ketentuan konversi yaitu pasal I dan pasal II.UUPA, sesuai dengan hak –hak 
atas tanah yang diatur dalam UUPA. Adapun pengertian konversi adalah 
“perubahan status dari hak atas tanah, dari status tanah menurut perundang-
undangan agraria sebelum UUPA menjadi status tanah menurut hak tanah 
yang disebutkan dalam Undang-undang Pokok Agraria”. Selanjutnya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 19 UUPA dan penjelasannya, bahwa untuk menjamin 
adanya kepastian hukum semua hak atas tanah harus didaftarkan, dan harus 
dilakukan dengan cara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh 
masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari pendaftaran tanah adalah sertifikat 
yangt merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. 
2. Liadi, William Seven6, meneliti tentang Kedudukan Eigendom Verponding 
dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. Hasil penelitiannya yakni Tanah 
Eigendom Verponding di Indonesia seharusnya sudah tidak ada lagi mulai 
tanggal 24 September 1960. Mulai tahun 1961 hak-hak atas tanah yang tunduk 
kepada hukum Barat telah dikonversi oleh UUPA menjadi salah satu hak yang 
baru dan tidak ada lagi tanah yang menurut ketentuannya dapat dikenakan 
                                                          
              6 Liadi, William Seven  Kedudukan Eigendom Verponding Dalam Hukum Pertanahan di 
Indonesia, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2019 ISSN : 2527-6654. 
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Verponding. Tetapi pada prakteknya di Indonesia masih banyak tanah yang 
merupakan tanah Eigendom 7 Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa: 
“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi 
hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut 
berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, 
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.” Verponding dan 
tidak dikonversi menjadi hak baru seperti yang diatur dalam UUPA. PP 
24/1997 mengatur bahwa dalam hal tanah yang masih dalam status hak 
Eigendom Verponding ini di Indonesia masih dapat dikonversi menjadi hak 
baru dengan syarat: (a) Pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas 
tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang 
lain, (b) Memiliki peta/surat ukurnya, (c) Keterangan saksi atau yang 
bersangkutan diakui kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dan Kepala Kantor 
Pertanahan, (d) Pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap 
pada alat bukti, dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi.  
3. Muhlizar7 mengkaji tentang Eigendom Verponding sebagai Alas Hak Dalam 
Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria’.  
                                                          
           7 Muhlizar Eigendom Verponding sebagai Alas Hak Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jurnal Hadhârah Volume 12 Nomor 1 
Januari - Juni 2020 ISSN : 1978-6492, 2020. 
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Hasil kajiannya menunjukkan, masih banyak terdapat tanah hak barat salah 
satunya yaitu tanah bekas Eigendom Verponding yang sejak berakhirnya masa 
konversi, belum juga melakukan konversi sehingga belum mempunyai 
sertifikat. Namun tanah Eigendom Veponding yang belum melakukan 
konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikan, tapi 
tidak melalui konversi lagi melainkan melalui pengajuan hak baru pada kantor 
Pertanahan Nasional dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan 
oleh pejabat seperti kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat. Dari Surat 
keterangan pejabat tersebut dapat dijadikan alas hak untuk mengajukan 
permohonan hak atas tanah (sertifikat), dan diakui oleh pertanahan. Oleh 
karena itu diakui sebagai alas hak maka tentu saja bernilai sebagai alat bukti 
karena dikeluarkan oleh pejabat umum. 
 
E. Metode Penelitian 
        Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.8 Dalam kontek penelitian ini, maka 
metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya, yakni mengenai (1) kekuatan 
hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom, (2)  hambatan pengurusan 
sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom.  
                                                          
             8 Soekanto, Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2014.hlm.42 
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1. Jenis Penelitian 
            Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
sekunder.9  Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research) karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan  sebagainya yang berkaitan dengan (1) kekuatan 
hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom, (2)  hambatan 
pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom. 
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.10 Pendekatan Yuridis Normatif adalah 
pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan 
melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, 
konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan (1) 
kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom, (2)  hambatan 
pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom. 
                                                          
             9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. hlm.12 
           10 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
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3. Data yang Digunakan 
         Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library 
research), berdasarkan data sekunder11. Data dalam penelitian hukum, pada 
dasarnya dapat dibedakan antara data sekunder yang bersifat pribadi dengan 
data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum 
yakni : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready 
made) 
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh para peneliti 
terdahulu 
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat.12  
Data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia  1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
3) Hukum Acara Perdata Indonesia 
4) Undang – Undang Pokok A graria Nomor 5 tahun 1960 
5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
6) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
                                                          
           11 J. Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. PT.Rineka Cipta. Jakarta. 2003. Hlm.2  
            12  Soekanto, Soejono dan  Sri Mamudji,  Op. cit. hlm.24 
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8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2012 
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, 
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni 
(1) kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom, (2)  
hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 
kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. Kejelasan penyelesaian masalah yang 
dimaksudkan adalah (1) kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak 
Eigendom, (2)  hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak 
Eigendom. 
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5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.13        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan 
angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut.  
         Bab I Pendahuluan, yang meliputi tentang (a) latar belakang, (b) rumusan 
masalah,   (c) tujuan   penelitian,   (d) manfaat   penelitian,   (e) tinjauan pustaka, 
(f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan.  
         Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang (a) tinjauan umum sertifikat hak 
atas tanah, dan (2) hak Eigendom  
         Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai (a) kekuatan 
hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom di Kabupaten Tegal. (b) 
hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom di 
Kabupaten Tegal, dan (c) pembahasan. 
         Bab IV Penutup terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran
                                                          
13 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Hak Penguasaan Negara Atas Tanah 
1. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Norma Dasar Hak Menguasai 
Negara Atas Tanah 
         Negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan 
tertinggi menguasai tanah, yang dikenal dengan sebutan hak menguasai negara 
atas tanah. Wewenang hak menguasai negara atas tanah disebutkan dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :  
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.  
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 
angkasa.   
          Bersumber dari hak menguasai negara atas tanah melahirkan hak atas 
tanah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok 
Agraria, yaitu : “Atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain serta badan-badan hukum”.  
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         Negara atas dasar hak menguasai berwenang menentukan bermacam-
macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang per orang warga negara Indonesia, orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di Indonesia. 
2. Tinjauan Umum  Hak atas tanah   
            Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 
haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang 
dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas 
tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non pertanian), sedangkan 
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas 
tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk 
kepentingan pertanian perikanan, peternakan, dan perkebunan.9   
           Hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA diperinci 
macamnya dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 1 UUPA. Pasal 16 ayat 1 
UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu :  
a. Hak Milik;  
b. Hak Guna Usaha;  
c. Hak Guna Bangunan;  
d. Hak Pakai;  
e. Hak Sewa Untuk Bangunan;  
f. Hak Membuka Tanah;  
g. Hak Memungut Hasil Hutan.  
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Macam hak atas tanah yang bersifat sementara ditetapkan dalam Pasal 53 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :  
a. Hak Gadai;  
b. Hak Usaha Bagi Hasil;  
c. Hak Menumpang;  
d. Hak Sewa Tanah Pertanian  
Macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA dan Pasal 
53 ayat 1 UUPA dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu :  
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
       Hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap 
ada selama UUPA masih berlaku atau selama UUPA belum diganti dengan 
undang-undang yang baru. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, 
Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.  
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.  
Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang adalah hak atas 
tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas 
tanah ini belum ada.  
c. Hak atas tanah yang bersifat sementara.  
         Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang 
berlaku untuk sementara waktu, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan 
karena mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa 
UUPA. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, 
Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.   
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3. Perolehan Hak melalui penegasan konversi menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.  
          Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan pada tanggal 24 
September 1960, yang menjadi tanda terbentuknya Hukum Tanah Nasional. 
Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah 
meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam Hukum Pertanahan. 
Untuk mewujudkan kesatuan Hukum Pertanahan, maka tidak ada lagi Hukum 
Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Sebelum diundangkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di 
Indonesia terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah, yaitu:  
a. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat.  
          Macam hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat adalah Hak 
Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht, dan Hak Vruchtgebruik, yang diatur 
atau dimuat dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (BW).  
1) Hak Eigendom,  
2) Hak Opstal,  
3) Hak Erfpacht 
4) Hak Vruchtgebruik, 
Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum 
Barat, yaitu orang-orang dari Golongan Eropa. Hak atas tanah yang tunduk 
pada Hukum Barat didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan 
memberikan jaminan kepastian hukum. Sebagai tanda bukti terhadap hak 
atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat diterbitkan sertifikat. 
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b. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat.  
         Macam hak atas tanah tunduk pada Hukum Adat adalah hak 
agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe desa, pasini, 
grantsultan, landerderijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha 
bekas tanah partikelir yang sederajat dengan hak milik, hak 
gogolan,pekulen, sanggan, dan hak atas tanah yang sederajat dengan Hak 
Pakai, yaitu ganggan bantuik, anggaduh, bengkok, lungguh, dan pituwas. 
Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum 
Adat, yaitu orang-orang dari golongan bumi putra. Hak atas tanah yang 
tunduk pada Hukum Adat tidak didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda. 
Kalaupun hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat didaftar tujuannya 
bukan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum melainkan untuk 
menetapkan wajib pajak atas tanah. Tanda bukti yang diterbitkan bukan 
tanda bukti pemilikan tanah, melainkan tanda bukti pembayaran pajak atas 
tanah.   
        Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas 
tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada 
Hukum Adat dikonversi (diubah haknya) menjadi hak atas tanah menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah yang tunduk pada 
Hukum Barat diberi kesempatan selama 20 (dua puluh) tahun sejak 
diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hingga tanggal 24 
September 1980 untuk mengajukan penegasan konversi menjadi hak atas 
tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kalau sampai dengan 
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tanggal 24 September 1980, bekas hak atas tanah yang tunduk pada Hukum 
Barat tidak diajukan penegasan konversi, maka hak atas tanah tersebut 
hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara.   
          Konversi hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat diatur dalam 
Pasal I, Pasal III, Pasal IV, Pasal V, dan Pasal VI Ketentuan Konversi 
Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum 
Adat juga dikonversi menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960. Konversi hak atas tanah yang tunduk pada Hukum 
Adat diatur dalam Pasal II,VI, dan Pasal VII Ketentuan Konversi Undang-
Undang Pokok Agraria.   
        Konversi terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat 
semula diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 
Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak 
Indonesia Atas Tanah. Pada saat ini, konversi terhadap bekas hak-hak 
Indonesia dilakukan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 
pendaftaran tanah secara sporadik. Peraturan yang mengatur konversi 
terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat, adalah :  
1)  Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
        Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai 
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau 
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 
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Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap 
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 
membebaninya. 
2)  Pasal 65 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.  
3) Pasal 88 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.  
Bukti kepemilikan hak-hak lama sebelum diundangkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan macamnya dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :   
1) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 
Ordonnantie ( Staatblad 1834 – 27), yang dibubuhi catatan, bahwa hak 
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik; atau  
2) Grosse akta hak eigendom diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 
Ordonnantie (Staatblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai 
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau 
3) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Swapraja yang bersangkutan; atau  
4) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau  
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5)  Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik 
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban 
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua 
kewajiban yang disebut di dalamnya; atau  
6) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda 
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat 
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; atau 
7) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, yang tanahnya belum dibukukan; atau 
8) Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 
dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; atau 
9) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang 
tanahnya belum dibukukan; atau  
10) Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang 
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau  
11) Petuk Pajak Bumi / Landrente , girik, pipil, kekitir dan verponding 
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961; atau  
12) Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau  
13) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII 
Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.  
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           Bekas tanah milik adat (tanah yasan) yang semula sebelum 
diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dibuktikan dengan 
petuk pajak bumi/landrente , girik, pipil, kekitir, dan verponding Indonesia, 
sekarang sudah tidak diterbitkan bukti-bukti tersebut dan diganti dengan 
Kutipan (Register) Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan. Bekas tanah milik adat (tanah yasan) dapat menjadi objek 
pendaftaran tanah secara sistematik atau pendaftaran tanah secara sporadik. 
1) Kalau bekas tanah milik adat ini didaftarkan (disertifikatkan) oleh 
pemiliknya dalam pendaftaran tanah secara sporadik, maka prosedurnya, 
adalah : 
a) Pemilik tanah mengajukan permohonan pendaftaran tanah Kepada 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi 
letak tanah yang bersangkutan, dengan melampirkan : 
b) Asli petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan 
verponding Indonesia, atau Kutipan ( Register) Letter C tanah yang 
bersangkutan;  
c) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik tanah yang masih 
berlaku;  
d) Asli Riwayat tanah yang akan didaftarkan (disertifikatkan);  
e) Asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);  
f) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi 
dan Bangunan tahun terakhir tanah yang mau didaftarkan 
(disertifikatkan);  
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g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris apabila tanah yang mau 
didaftarkan (disertifikatkan);  
h) Asli bukti perolehan tanah yang mau didaftarkan (disertifikatkan).  
          Kalau tanah yang mau didaftarkan (disertifikatkan) diperoleh 
melalui jual beli tanah atau hibah sebelum diundangkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 13 Oktober 1997, maka jual 
beli atau hibah tanahnya dapat dibuktikan dengan akta di bawah tangan. 
Kalau tanah yang mau didaftarkan (disertifikatkan) diperoleh melalui 
jual beli atau hibah setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tanggal 13 Oktober 1997, maka jual beli atau hibah 
tanahnya harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Kewajiban jual beli dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) adalah Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, yaitu : “ Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. 
2) Pengukuran bidang tanah yang mau didaftarkan (disertifikatkan) oleh 
petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam 
pelaksanaannya, pengukuran bidang dilakukan oleh petugas ukur.  
Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari 
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Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu menempatkan batas-
batas bidang dan pemohon memasang tanda-tanda batas tanah yang 
dimohon untuk didaftar. Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-
tanda batas dilaksanakan, maka dilakukan pengukuran bidang tanah dan 
pemetaan bidang tanah.  Pengukuran dilakukan dalam rangka 
pembuatan gambar ukur tanah yang akan didaftar. Berita acara 
pengukuran bidang tanah ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah 
yang berbatasan, dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat. 
Pengukuran bidang tanah dilakukan untuk mengetahui data fisik dan 
pembuatan surat ukur.  Pada waktu pengukuran bidang tanah, pemohon 
pendaftaran tanah secara sporadik menunjukkan batas-batas bidang 
tanahnya dengan tanah pihak lain. Penunjukkan batas-batas bidang tanah 
disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan.  
3) Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah dan penetapan 
batas.  
         Untuk keperluan pendaftaran hak-hak lama, pengumpulan dan 
penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat 
bukti dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi 
letak tanah yang bersangkutan. Dalam hal penelitian dokumen ternyata 
bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tidak lengkap 
atau dalam hal hak yang dapat diajukan tidak lengkap atau tidak ada, 
maka penelitian data yuridis tersebut dilanjutkan oleh Panitia A. Untuk 
keperluan penelitian data yuridis tersebut, Kepala Seksi Pengukuran dan 
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Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dalam rangka 
penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.  Setelah penelitian data 
yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 
penelitian data yuridis bidang tanah dan penetapan batas yang sudah diisi 
kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang 
selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.  
Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dilakukan oleh 
Panitia A dengan mengundang pemohon pendaftaran tanah secara 
sporadik bertempat di Balai Desa/Kantor Kelurahan setempat.  Pada 
tahapan ini ditetapkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan 
melalui penegasan konversi, atau pengakuan hak. Penegasan konversi 
diberikan apabila hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap 
tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan 
tanahnya dikuasai oleh pemohon atau orang lain berdasarkan persetujuan 
pemohon. Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah 
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ditegaskan konversinya 
menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir. Pengakuan 
hak diberikan apabila hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya 
tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 
20 (dua puluh) tahun. Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan diakui 
sebagai Hak Milik. 
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4) Pengumuman data fisik dan data yuridis, dan pengesahannya  
Untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan 
mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang 
tanah yang dimohon untuk didaftar, maka data fisik dan data yuridis 
bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak 
tanah yang bersangkutan dan Balai Desa/Kantor Kelurahan setempat 
selama 60 (enam puluh) hari.  Setelah jangka waktu pengumuman 
berakhir, maka data fisik dan data yuridis bidang tanah tersebut disahkan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya 
meliputi letak tanah yang bersangkutan dengan Berita Acara Pengesahan 
Data Fisik dan Data Yuridis. Pada akhir masa pengumuman, Kepala 
Desa/Kepala Kelurahan setempat menandatangani surat pengantar 
pengumuman data fisik dan data yuridis.  Apabila dalam masa 
pengumuman ini ada pihak lain yang mengajukan keberatan, maka 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya 
meliputi letak tanah yang bersangkutan menghentikan proses pendaftaran 
ini sampai ada penyelesaian oleh pihak pemohon pendaftaran tanah 
secara sporadik dengan pihak yang mengajukan keberatan.  
5)   Pembukuan hak  
        Berdasarkan alat bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan 
pengakuan hak, hak-hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas 
satuan rumah susun, dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan 
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dalam Buku Tanah.  Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan ketentuan bahwa 
dalam hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berhalangan atau 
dalam rangka melayani pendaftaran tanah secara missal, maka Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat melimpahkan kewenangan 
menandatangani Buku Tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran 
dan Pendaftaran Tanah.  
6) Penerbitan sertifikat  
           Penerbitan sertifikat merupakan hasil akhir kegiatan pendaftaran 
secara sporadik. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota adalah Sertifikat Hak Milik, baik yang 
diterbitkan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak. 
Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota berhalangan atau dalam rangka melayani 
permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat missal, 
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melimpahkan 
kewenangan menandatangani sertifikat kepada Kepala Seksi Pengukuran 
dan Pendaftaran Tanah.  
7) Penyampaian sertifikat.  
Sertifikat Hak Milik atas tanah diserahkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota kepada pemohon pendaftaran tanah secara 
sporadik. 
 
28 
 
 
 
B. Tinjauan Umum Hak Eigendom Atas Tanah 
1. Pengertian Hak Eigendom  
          Pengertian Hak Eigendom Sebelum berlakunya Undang – Undang 
Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok – Pokok Agraria (UUPA) , 
diIndonesia berlaku dualisme hukum dalam bidang hukum pertanahan, yaitu 
Hukum adat yang berlaku bagi golongan penduduk bumiputra dan bagi 
golongan penduduk penjajah Belanda serta golongan Eropa berlaku hukum 
perdata belanda (BW) / Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Eigendom 
merupakan istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan Perdata Barat, yang 
kurang lebih bermakna hak Milik. “Eigen berarti diri atau pribadi, sedang dom 
diartiikan sebagai hak milik. Sehingga Eigendom dapat diartikan sebagai hak 
milik pribadi. (Bambang Eko Supriyadi, 2013) Sesuai dengan ketentuan Pasal 
570 BW, yang dimaksud dengan Hak Eigendom adalah “hak untuk dengan 
bebas menggunakan (menikmati) suatu benda sepenuh–penuhnya dan untuk 
menguasai seluas–luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang–undang 
atau peraturan-peraturan umum yang berlaku.”   
            Dalam Pasal 570 BW, ditetapkan dengan tegas bahwa hak Eigendom 
adalah hak kebendaan (Zakelijk recht), artinya bahwa orang yang mempunyai 
hak eigendom itu mempunyai wewenang untuk:  
a. Menggunakan atau menikmati benda itu dengan bebas dan sepenuh–
penuhnya. 
b. Menguasai benda itu dengan seluas–luasnya.  
           Selanjutnya dengan berlakunya UUPA, berdasarkan ketentuan konversi 
Pasal I ayat (1) UUPA, Hak Eigendom atas tanah yang ada dikonversi menjadi 
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hak milik, tetapi sipemegang hak harus memenuhi syarat–syarat yang melekat 
pada hak milik yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal. Dalam 
Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2 Tahun 1960, dalam Pasal 2 
disebutkan bahwa :Mereka yang WNI tunggal pada tanggal 24 September 1960 
dan memiliki tanah Eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya 
UUPA wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk 
menegaskan status kewarganegaraannya.  
         Jika terbukti berkewarganegaraan tunggal maka hak Eigendom 
dikonversi menjadi hak milih. Namun untuk hak – hak Eigendom yang setelah 
jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, namun pemiliknya tidak datang pada 
KKPT atau pemiliknya tidak dapat membuktikan bahwa ia 
berkewarganegaraan Indonesia Tunggal, maka oleh KKPT akan dikonversi 
menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.  
        Untuk mengatur akibat–akibat hukum dari ketentuan konversi UUPA dan 
menentukan status hukum serta penggunaan / peruntukannya lebih lanjut dari 
tanah – tanah tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 
1979 tentang Pokok – Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak 
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, dan sebagai tindak lanjutnya telah 
dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979.   
2. Jenis Hak atas Tanah Barat.  
          Hubungan antara Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal, dan Hak 
Gebruik adalah keempatnya merupakan sama-sama.  Hak Eigendom 
merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat, Hak Erfpacht merupakan 
hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah 
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kepunyaan pihak lain. Pemegang hak erfpacht boleh menggunakan 
kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah.  
          Sedangkan Hak Opstal merupkan hak numpang karang, yaitu hak 
kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah 
orang lain. dan Hak Gebruik merupakan salah satu jenis dari Hak 
Eigendom.  Tetapi, perlu diketahui bahwa sejak berlakunya UUPA, maka 
pengaturan mengenai Hak atas Tanah Barat yang diatur dalam Buku II KUH 
Perdata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.   Setelah berlakunya 
UUPA, hak-hak barat tersebut dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan 
hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak 
tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.   
a.  Hak Eigendom (eigendomrecht) 
1) Hak Hypotheek 
2) Hak Servituut 
3) Hak Vruchtgebruik 
4) Hak Gebruik 
5) Hak Grant Controleur 
6) Hak Bruikleen 
7) Acte van Eigendom 
8) Hak Erfpacht (erfpachtrecht) 
9) Hak Postal (opstalrechts) 
 b. Hak Eigendom (Hak Milik) 
Pengaturan mengenai Hak Eigendom terdapat pada Pasal 570 KUH Perdata 
yang berbunyi: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara 
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lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas 
sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak 
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi 
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian 
kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-
undangan.   
            Hak Eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga 
merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah 
Barat.14[2]  Jadi Hak Eigendom itu merupakan salah satu jenis Hak atas 
Tanah Barat yang dikenal sebagai hak milik. 
c. Hak Erfpacht 
         Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUHPerdata, Hak Erfpacht 
merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas 
kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan 
tanah kepunyaan pihak lain.15[3] Pemegang Hak Erfpacht boleh 
menggunakan kewenangan yang terkandung dalam Hak Eigendom atas 
tanah. 
         Pasal 720 KUH Perdata berbunyi:  Hak guna usaha adalah hak 
kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang 
ain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, 
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sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa 
hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan 
dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620  
d. Hak Opstal 
        Hak Opstal atau dikenal juga dengan sebutan Hak Numpang Karang 
diatur dalam Bab VII Buku ke-II KUH Perdata, yakni disebut dalam 
Pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi:  Hak numpang karang adalah hak 
kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah 
orang lain.  
          Setiap orang yang mempunyai hak numpang karang atas sebidang 
pekarangan, boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya 
dengan hipotek. Ia juga boleh membebani pekarangan tadi dengan 
pengabdian pekarangan tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh 
menikmati haknya.16[5] 
e. Hak Gebruik 
          Hak Gebruik termasuk jenis Hak Eigendom (hak milik). Hak Gebruik 
diatur dalam Pasal 818 KUH Perdata yang berbunyi:  Hak pakai dan hak 
mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai 
hasil.  Jadi Hak Gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas 
sebidang tanah pekarangan, yang kepada pemakainya hanya boleh 
mengambil hasil-hasilnya, sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan 
seisi rumahnya. 
                                                          
 
33 
 
 
 
f. Hak-hak barat tersebut (Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak 
Gebruik) yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V 
dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk 
sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling 
lama 20 tahun.17[7]   Oleh karena itu, setelah berlakunya UUPA, Hak-Hak 
atas Tanah Barat tersebut dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak 
guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak 
tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. 
3. Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom  
         Sejak berlakunya UUPA, hak atas tanah bekas hak eigendom yang tidak 
dikonversi dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga gugur dan tanah tersebut 
kembali dikuasai oleh negara. “Negara secara sepihak menyatakan bahwa 
tanah tersebut kembali ia kuasai dan negara bebas menyerahkan hak atas tanah 
tersebut kepada pihak ketiga dengan permohonan dari yang berkepentingan. 
(.Parlindungan, 2001). Pemohon yang ingin mendapatkan hak atas tanah bekas 
hak eigendom diwajibkan melakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pengurusan dan Pendaftaran Hak 
Atas Tanah. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. Setelah proses pembukuan hak atas tanah yang 
bersangkutan dalam buku tanah selesai berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pembukuan tanah sebagai alat bukti dan 
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berita acara pengesahan sesuai Pasal 30 ayat (1) dan data fisik dan data 
yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, dilakukan 
pembukuan dalam buku tanah.   
       Hak Eigendom merupakan salah satu jenis Hak Barat disamping Hak 
Opstal atau Recht van Opstal (RvO) dan Hak Erfpacht yang berdasarkan 
ketentuan peraturan ini, dikonversi menjadi Hak Milik dan Hak Pakai. Hak 
eigendom atas tanah dapat dihapuskan dengan cara penghapusan hak 
(onteingening), sedangkan hak milik atas tanah mempunyai sifat sosial, artinya 
tunduk kepada kepentingan masyarakat.  
a. Persamaan pada kedua hak (eigendom dan milik), yaitu :18 
1) Kedua hak itu dalam hukum masing-masing diakui sebagai suatu hak 
atas barang yang paling sempurna; 
2) Kedua hak itu dalam penerapannya dibatasi oleh undang-undang 
masing-masing; 
3) Kedua hak itu mempunyai ketentuan undang-undang yang mengatur 
hak masing-masing; 
4) Kedua hak itu dapat dihapuskan. 
b. Perbedaan pada hak eigendom dan hak milik, yaitu: 19 
1) Hak eigendom tunduk pada kitab undang-undang hukum perdata, 
sedangkan hak milik atas tanah tunduk pada hukum adat. Pasal 5 
                                                          
18 Dea Vania, Tinjauan atas Kekuatan Hukum Akta Otentik dalam Sengketa Tanah Bekas 
eigendom verponding No. 5725, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2011, hlm. 31-32 
          19 Ibid, hlm 32 
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undang-undang Pokok Agraria dengan jelas mengatakan Hukum 
Agraria yang berlaku diatas bumi, air dan angkasa ialah hukum adat; 
2) Hak eigendom diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata secara 
luas untuk semua barang, baik yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud. Hanya hak milik atas tanah dan hak benda lain atas barang 
tidak bergerak (HGB dan HGU) mempunyai peraturan tertulis dalam 
Undang-undang Pokok Agraria; 
3) Hak milik atas barang berwujud atau tidak berwujud dan barang 
bergerak, mempunyai peraturan tersendiri menurut hukum adat, namun 
tidak tertulis; 
4) Mempergunakan hak eigendom tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh yang 
berkuasa ataupun menggangu hak orang lain, sedangkan pembatasan 
pada hak milik atas tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan negara, sosialisme Indonesia serta peraturan lain didalam 
undang-undang pokok agraria, dan peraturan perundang-undangan lain, 
dan lagi harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 
agama. 
4. Eigendom Verponding 
        Selain eigendom, istilah yang juga sering diidentikan dengan hak milik 
adalah eigendom verponding, sehingga kalangan masyarakat menilai bahwa 
eigendom dan eigendom verponding memiliki makna yang sama. 
Sesungguhnya makna dari kedua istilah tersebut berberda. Dan pengertian 
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eigendom terdapat pada Pasal 570 yang menentukan bahwa 208 “Hak milik 
adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk 
berbuat terhadap barang itu secara beabas sepenuhnya, asalkan tidak 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di tetapkan 
oleh kuasa yang berwenang dan tidak menggangu hak orang lain; kesemuanya 
itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum 
dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan”. Adapun cara memperoreh Hak eigendom adalah 
sebagai berikut : 
a. Pengambilan untuk dimiliki (toe-eigening) 
b. Pelekatan (natrekking) 
c. Kadarluarsa (verjaring) 
Dan hak yang di berikan oleh undang-undang kepada pemilik hak eigendom 
antara lain : 
a. Hak untuk menuntut kembali hak eigendom (Pasal 574 KUHPerdata) 
b. Hak untuk mempertahankan hak eigendomnya 
c. Hak untuk meminta kepada pengadilan agar pemilik hak eigendom 
dinyatakan sebagai pemiliknya. 
Setelah berlakunya UUPA maka ketentuan yang mengatur tentang hak-hak atas 
tanah terdahulu yang terdapat dalam Bukum II KUHPerdata sepanjang bumui, 
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku 
lagi kecuali, ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku, 
                                                          
20 Lihat Pasal 570 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Muhlizar : Eigendom Verponding Sebagai 
Alas Hak Dalam Perpektif Undang-Undang..” 
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sehingga ketentuan tentang hak-hak atas tanah menurut hukum barat dan 
hukum adat juga tidak berlaku lagi. Maka guna memberi kepastian hukum dan 
kejelasan terhap pemegang hak eigendom dibutlah ketentuan konversi yang 
terdapat dalam bagian kedua UUPA tantang ketentuan-ketentuan konversi. 
Adapun istilah eigendom verponding sesungguhnya jarang digunakan dalam 
literatur hukum agraria, yang hanyalah istilah eigendom.  
        Istilah verponding sendiri adalah tagihan pajak atas harta tetap. Pengertian 
verponding dalam literatur hukum di Indonesia salah satunya di temukan dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1953 tentang penetapan Undang-
undang darurat nomor 15 tahun 1952, untuk pemungutan pajak verponding 
pada tahun-tahun 1953 dan berikutnya (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 
1952), yang menentukan bahwa “dengan nama verponding suatu pajak atas 
harta tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ordonansi verponding 1928”. 
Dan dalam undang-undang Nomor 72 Tahun 1958 tentang Pajak verponding 
untuk tahun 1957 dan berikutnya, yang digunakan untuk menyebutkan salah 
satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah). Untuk 
menyelenggarakan ketentuan-ketentuan konversi atas tanah-tanah bekas Hak 
Barat tersebut, dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa 
Ketentuan UUPA antara lain mengenai aturan pemberian hak baru atas tanah 
asal konversi hak-hak barat. Untuk pelaksanaan konversi dimaksud, bagi 
pemegang hak atau Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 
1960 berkewarganegaraan tunggal, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 
tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk 
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memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraannya itu, kemudian oleh 
KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Milik, dengan 
jangka waktu paling lama 20 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 24 September 
1980. Adapun apabila Hak Eigendom yang setelah jangka waktu 6 (enam) 
bulan pemiliknya tidak datang pada KKPT, atau yang pemiliknya tidak dapat 
membuktikan, bahwa yang bersangkutan berkewarganegaraan Indonesia 
tunggal, maka oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi 
Hak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 24 
September 1980.  
        Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960, 
apabila ada badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial yang mempunyai 
Hak Eigendom atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung 
berhubungan dengan usaha-usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, wajib 
mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria melalui Kepala Pengawas 
Agraria untuk mendapat penegasan Hak Eigendomnya itu dapat dikonversi 
menjadi hak milik atas dasar ketentuan dalam Pasal 49 UUPA. Jika sebelum 
tanggal 24 September 1960, pihak yang tidak memenuhi syarat secara sah telah 
melepaskan hak bersamanya kepada pihak lain, maka biarpun hal itu belum 
didaftarkan sebagaimana mestinya, maka Hak Eigendom tersebut akan 
dikonversi menjadi hak milik. Hal ini berlaku juga jika Hak Eigendom tersebut 
merupakan warisan yang belum terbagi dan belum diadakan balik nama 
sebagaimana mestinya, serta apabila pihak pewaris yang namanya masih 
tercatat sebagai pemilik adalah seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk 
mempunyai hak milik.  
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        Sebelum jangka waktu Hak Eigendom itu berakhir, yaitu selama-lamanya 
sampai dengan tanggal 24 September 1980, pemegang hak harus mendaftarkan 
hak atas tanah asal konversi bekas Hak Barat tersebut pada KKPT. Dengan 
didaftarkanya hak yang bersangkutan, maka timbullah hak baru sesuai dengan 
hak-hak yang diatur dalam ketentuan UUPA. Hak atas tanah asal konversi Hak 
Barat itu nantinya akan berakhir masa berlakunya selama sisa waktu Hak 
Eigendom tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun, yaitu sampai dengan 
tanggal 24 September 1980. Jika hak yang bersangkutan tidak didaftarkan 
sampai dengan berakhirnya jangka waktu/masa berlakunya hak tersebut, 
selambat- lambatnya tanggal 24 September 1980, maka sejak saat itu tanah 
tersebut beralih menjadi tanah negara10. Berdasarkan ketentuan UUPA bahwa 
hak eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik dan sebagai peraturan 
pelaksananya maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 
tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas 
Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Permohonan dan 
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Maksud 
dikeluarkannya kedua peraturan tersebut adalah menegaskan kembali tentang 
berakhirnya hak atas tanah asal konversi bekas Hak-hak Barat pada tanggal 24 
September 1980, yang juga merupakan prinsip yang telah digariskan di dalam 
UUPA, dengan maksud untuk dapat benar-benar mengakhiri berlakunya sisa 
hak-hak Barat atas tanah di Indonesia. Bagi pemilik hak eigendom verponding 
yang belum mendaftarkan tanahnya sampai dengan tanggal 24 September 
1980, maka status hukum tanah eigendom verponding tersebut dikuasai 
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langsung oleh Negara. Namun menurut penulis apabila pemegang hak 
eigendom verponding tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 
termaksud, dengan dikuasai langsung oleh Negara, tidak serta merta pemegang 
hak eigendom verponding kehilangan haknya, akan tetapi masih mempunyai 
kemungkinan untuk mengajukan permohonan hak mengingat yang 
bersangkutan memegang bukti jual beli tanah yang diterdaftar di buku register 
kelurahan.  
       Permohonan termaksud dapat saja berupa pemberian hak baru oleh Negara 
dan bukanlah melalui konversi hak lama, karena jangka waktu untuk 
melakukan konversi telah berakhir. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom di 
Kabupaten Tegal. 
          Kekuatan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di 
seluruh wilayan Republik Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh 
pembuat UUPA, maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 
UUPA. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 UUPA, akibat hukum pendaftaran 
hak atas tanah adalah “berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal 
dengan nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
terhadap pemegang hak atas tanah.21  
1. Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom  
        Sejak berlakunya UUPA, hak atas tanah bekas hak eigendom yang tidak 
dikonversi dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga gugur dan tanah tersebut 
kembali dikuasai oleh negara. “Negara secara sepihak menyatakan bahwa 
tanah tersebut kembali ia kuasai dan negara bebas menyerahkan hak atas tanah 
tersebut kepada pihak ketiga dengan permohonan dari yang berkepentingan. 22  
        Pemohon yang ingin mendapatkan hak atas tanah bekas hak eigendom 
diwajibkan melakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
                                                          
21 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. 
Bandung: Alumni. 2003, hlm.56 
22 Parlindungan, AP. Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut 
UUPA. Bandung: Alumni.2001, hlm.76 
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Nomor 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah.  
        Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
hanya bagi bidang-bidangtanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dasar hukum 
pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) sebagai berikut: 5 
a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
b. Pendaftaran tersebut dalam butir a,  meliputi: 
1) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam butir a di atas, dengan ketentuan bahwa 
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rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 
          Tujuan dilakukan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan. Setelah proses pembukuan hak atas 
tanah yang bersangkutan dalam buku tanah selesai berdasarkan Pasal 28 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pembukuan tanah sebagai 
alat bukti dan berita acara pengesahan sesuai Pasal 30 ayat (1) dan data fisik 
dan data yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, 
dilakukan pembukuan dalam buku tanah.  
2. Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom  
          Sertifikat yang diberikan itu akan memberikan arti dan peran penting 
bagi pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti 
atas tanah, baik apabila ada persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan 
ataupun dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan jaminan suatu utang 
pada bank. Terhadap tanah yang bertitel hak eigendom berdasarkan ketentuan 
konversi menjadi hak milik, hak eigendom milik pemerintah negeri asing 
menjadi hak pakai, hak eigendom milik orang asing dan seorang dengan dwi 
kewarganegaraan akan berubah menjadi Hak Guna Bangunan dalam jangka 
waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu berakhir pada tanggal 24 September 1980. 
Konversi hak eigendom menjadi hak milik, hak pakai dan hak guna bangunan 
diterbitkan dalam suatu sertifikat sebagai bukti pendaftaran atas tanah bekas 
hak barat tersebut. Tetapi jika konversi atas tanah bekas hak eigendom tersebut 
tidak memenuhi prinsip nasionalitas sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, 
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hak tersebut harus dilepaskan kepada 
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pihak ketiga.”Jika lewat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanah tersebut tidak 
dialihkan maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan tanah tersebut 
dikuasai langsung oleh negara. 
a. Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal. 
          Tata cara pemberian Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan. Dalam tata cara pemberian hak milik pada umumnya seorang 
pemohon sebelum melakukuan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah 
mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon. 
Dalam penelitian ini status hukum tanah yang dimohon adalah Tanah 
Negara Bebas, yang dimaksud tanah negara bebas adalah tanah yang 
langsung dikuasai oleh negara atau tidak ada pihak diatas tanah-tanah itu. 
Kewenangan teknis dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh Seksi Hak-hak Atas 
Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Sub Seksi (Subsi) 
pemberian hak-hak atas tanah. Adapun tata cara pemberian hak milik atas 
tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:  
1) Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik  
Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 
a)   Hak Milik dapat diberikan kepada:  
(1) Warga Negara Indonesia 
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(2) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank 
Pemerintah, Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah. Karena pemberian Hak Milik untuk 
badan hukum ini hanya dapat diberikan atas tanah-tanah 
tertentu yang benar-benar  berkaitan langsung dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
 b) Permohonan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, 
permohonan untuk memperoleh hak milik harus ditempuh sebagai 
berikut: 
(1) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara 
tertulis. 
 (2) Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 
      (a)  Keterangan mengenai pemohon:  
- apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, 
tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan 
mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi 
tanggungannya. 
- apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta 
atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat 
keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang 
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat 
46 
 
 
 
mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis 
dan data fisik: 
 - Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa 
sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau 
tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan 
pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-
surat bukti perolehan tanah lainnya.  
- Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur 
atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 
- Jenis tanah (pertanian/non pertanian). 
-  Rencana penggunaan tanah 
-  Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).  
2) Syarat-syarat Pemberian Hak Milik 
a) Mengenai pemohon: 
(1) Jika perorangan Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohon 
harus dilampiri: 
(a) Foto copy Kartu Penduduk 
(b) Surat bukti kepemilikan tanah 
(c) Surat pernyataan diatas segel atas penguasaan fisik atas tanah 
(d) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 
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(e) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan 
aslinya 
 (f). Surat Ukur 
 (g). Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan 
status tanah-tanahnya yang telah dimilik pemohon termasuk 
bidang tanah yang dimohon 
 (h) Surat Ijin Mendirikan Bangunan 
 (2) Jika badan hukum Blanko permohonan hak yang telah diisi 
pemohonharus dilampiri: 
 (a) Surat penunjukan dari Menteri (Sesuai PP No. 38 tahun 1963 
tentang penunjukan Badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik atas tanah) 
 (b) Foto copy Kartu Penduduk 
 (c) Akte pendirian badan hukum (bila berbentuk “yayasan” yang 
telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat) 
(d) Surat pengesahan badan hukum dari Menteri kehakiman 
Republik Indonesia) 
(e) Ijin lokasi 
(f) Surat bukti perolehan tanah 
(g) Surat Ijin Mendirikan Bangunan  
(h) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan 
aslinya 
(i) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN 
atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA 
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atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi 
non PMA/PMDN  
b) Mengenai tanahnya 
    (1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah 
yang telah dibeli dari Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, 
putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. 
(2) Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB.  
          Proses Penanganan dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara 
Setelah semua berkas permohonan diterima, maka Kepala Kantor 
Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, 
dari pihak pemohon hak atas tanah negara serta memeriksa kelayakan 
permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam hal 
tanah yang dimohon belum ada Surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan 
memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 
untuk melakukan pengukuran guna di terbitkannya gambar situasi bidang 
tanah yang dimohon. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi semua, 
kemudian permohonan Hak Milik tersebut diproses oleh panitia “A” yang 
terdiri dari:  
1) Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah sebagai ketua merangkap anggota. 
2) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagai wakil ketua 
merangkap anggota. 
3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai anggota. 
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4) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai anggota. 
5) Kepala Desa/lurah sebagai anggota. 
6) Kepala Subsi Hak-hak Atas Tanah sebagai anggota. Adapun tugas dari 
Panitia “A” dalam pemberian hak milik antara lain: 
7) Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas-berkas permohonan. 
8) Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara langsung ke 
lapangan atas tanah yang dimohon.  
9) Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang dimohon. 
10) Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
11) Memberikan pertimbangan hak tersebut yang dituangkan dalam Risalah 
Pemeriksaan Tanah.  
b. Kewenangan Dalam Pemberian Hak Milik  
1)   Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi yaitu: 
a) Pemberian hak milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 
2HA (dua hektar). 
b) Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya diatas 
2000 M2 - 5000 M2 (dua meter persegi). 
2) Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu: Pemberian hak milik untuk 
tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M2. 
3) Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu:  
a) Pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 HA 
(dua hektar). 
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b) Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak 
lebih dari 2000 M2, kecuali mengenai tanha bekas Hak Guna 
Usaha. 
c) Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: 
(1) Transmigrasi 
(2) Redistribusi tanah 
(3) Konsolidasi tanah  
        Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik. Apabila semua 
keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan dari pihak 
lain, maka dalam hal keputusan pemberian hak milik kewenangannya telah 
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, setelah 
mempertimbangkan pendapat kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang 
ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, kemudian 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal menerbitkan Sutar Keputusan 
pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon dengan kewajiban 
tertentu. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 103, kewajiban penerima hak atas tanah 
adalah:  
a. Membayar Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 
uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 
46 tahun 2002, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 
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b. Memelihara tanda-tanda batas Adalah mencegah adanya perselisihan 
tentang tanda batas tanah pemohon.  
c. Menggunakan tanah secara optimal Pemohon harus menggunakan tanah 
sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 
d. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah Adalah 
ikut serta dalam mensukseskan program K3 yaitu kebersihan, keindahan 
dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. 
e. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup. Adalah agar 
pemohon ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik yang ada di 
lingkungan Desa, Kecamatan, maupun yang ada di tingkat Kabupaten. 
 
B. Hambatan-hambatan Yang di Hadapi Dalam Pemberian Hak Milik Atas 
Tanah Bekas Eigendom di Kabupaten Tegal 
            Dalam tata cara pemberian hak milik atas tanah negara terdapat beberapa 
hambatan antara lain:  
1. Hambatan yang berasal dari pemohon yaitu:  
a. Kurangnya kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun data 
yuridis tanahnya. 
b. Belum diselesaikannya biaya yang dikenankan untuk pemasukan kas 
negara. 
c. Adanya sengketa dari tanah yang dimohon. 
2. Hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu: 
a. Menunda-nunda suatu pekerjaan yang ditanganinya. 
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b. Adanya pungutan-pungutan diluar biaya yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dengan berbagai macam alasan. 
c. Keteledoran pegawai kantor pertanahan baik dalam pengisian data atau 
pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan.  
3. Solusi dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Eigendom di Kabupaten Tegal  
a. Solusi hambatan yang berasal dari pemohon  
1) Kurangnya kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun 
data yuridis Untuk kasus ini maka dari pihak Kepala Kantor setelah 
menerima berkas hendaknya: 
a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. 
b) Mencatat dalam formulir isian. 
c) Memberikan tanda terima berkas permohonan. 
d) Memberikan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis atau 
data fisik melalui surat pemberitahuan. Jika pemohon telah 
melengkapi data yang dibutuhkan, maka permohonan dapat 
dilanjutkan sebaliknya bila pemohon belum melengkapinya maka 
permohonan tersebut dapat ditahan dahulu dan tidak boleh 
diteruskan, hal ini untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak 
diinginkan.  
2) Belum diselesaikannya biaya yang dikenankan untuk pemasukan kas 
Negara Pemohon wajib untuk segera menyelesaikannya agar 
permohonannya dapat diproses, karena biaya yang dikenankan tersebut 
akan diserahkan kepada kas negara. Dari Kantor akan mengajukan 
rencana anggaran biaya kepada negara, apabila dana sudah keluar 
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maka permohonan tersebut diproses sehingga dapat diterbitkannya 
sertipikat. 
3) Adanya sengketa dari tanah yang dimohon Untuk kasus sengketa yang 
berkenaan dengan tanah yang dimohon dapat diselesaikan dengan cara 
musyawarah dalam hal ini pihak kantor Pertanahan dapat menjadi 
penengah dan menyarankan agar diselesaikannya sengketa tersebut. 
Sengketa terjadi apabila ada pihak yang tidak setuju dengan batas 
tanah yang tidak sesuai dengan yang dimohon. Apabila sengketa dapat 
di selesaikan maka permohonan tersebut diproses untuk selanjutnya 
diterbitkan sertipikat.  
b. Solusi hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan  
1) Menunda-nunda suatu pekerjaan yang ditanganinya Untuk kasus ini 
biasanya dilakukan oleh pegawai-pegawai yang malas atau kurang 
disiplin. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dari pegawai yang senang 
meremehkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. 
Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan sanksi yang berupa 
teguran baik secara lisan maupun tulisan, diberhentikan sementara atau 
diskors dan dapat juga diberhentikan atau dipecat selamanya karena 
tidak bisa lagi dipertahankan. Pemberian sanksi ini bertujuan agar 
mereka jera dan mempunyai semangat untuk dapat maju dengan 
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. 
2) Adanya pungutan-pungutan di luar biaya yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Dengan berbagai macam alasan pegawai atau petugas yang 
menangani proyek misalnya pengukuran sampai jadinya gambar ukur, 
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mereka minta bayaran tambahan agar dalam pembuatan gambar 
tersebut segera diselesaikan. Tindakan ini berhubungan dengan mental 
dari pegawai itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan 
dengan memberikan pembinanaan-pembinaan baik pembinaan mental 
maupun bimbingan dan pengarahan dari para pemuka agama, pimpinan 
atau pusat kepada pegawai pertanahan agar tidak melakukan perbuatan 
yang dapat merusak citra dari Kantor Pertanahan. 
3) Keteledoran pegawai kantor pertanahan baik dalam pengisian data atau 
pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan 
Keteledoran pegawai kantor pertanahan dapat dicegah dengan berhati-
hati dalam menangani berkas permohonan, jika masih terjadi dan tidak 
ada unsur kesengajaan maka dilakukan ralat tetapi jika ada unsur 
kesengajaan maka akan dikenakan sangsi pada pegawai yang 
bersangkutan.  
  
C. Pembahasan 
          Hak Eigendom adalah suatu hak atas tanah barat, merupakan hak-hak yang 
gugur atau dikonversi melalui UUPA. Dalam UUPA ditentukan bahwa batas 
konversi adalah per 24 September 1980, artinya bahwa “pemilik hak atas tanah 
diberi waktu sampai 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut, apabila tanah 
tersebut tidak dikonversi, maka tanah hak eigendom itu akan menjadi tanah yang 
kembali dikuasai oleh negara.23. Hak eigendom yang merupakan hak barat 
berakhir, karena UUPA menganut prinsip nasionalisme. Hal ini berarti bahwa”hak 
                                                          
23 Parlindungan.AP, 2001 Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah 
menurut UUPA. Bandung: Alumni. 2001, hlm.76 
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atas tanah yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi gugur dan 
kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Namun dalam hal ini 
pemerintah “tidak punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada bekas 
pemilik tanah tersebut, karena UUPA telah memberi kesempatan kepada WNA 
untuk mengalihkan haknya kepada pihak ketiga dengan sesuai kesepakatan antara 
pemilik tanah dengan pihak ketiga tersebut.24   
          Hak atas tanah barat itu apabila akhirnya gugur, maka negara bebas 
menyerahkan hak atas tanah itu kepada pihak ketiga. Namun tentu harus ada 
permohonan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini meyebabkan sengketa 
kepemilikan tanah bermunculan terkait dengan konversi hak eigendom, terutama 
tanah yang sempat ditinggalkan atau ditelantarkan. Dalam hal ini banyak orang 
yang berusaha mendapat atau merebut pengakuan atas tanah bekas hak eigendom, 
entah yang telah kembali dikuasai oleh negara atau secara de fakto digarap lewat 
keterangan garap atas tanah atau populer dengan istilah hak atas, yang 
berkebalikan dengan pemegang titel eigendom yang memegang hak bawah. Pada 
umumnya yang berupaya mendapat pengakuan atas tanah bekas hak eigendom 
antara lain penggarap. Para penggarap biasanya mengajukan hak garap kepada 
lurah setempat dalam rangka melakukan pembayaran pajak bumi. Namun lurah 
setempat kadang tidak memahami status tanah garap tersebut, demikian juga 
batas-batas tanah eigendom. Lurah atau camat setempat seringkali tidak 
                                                          
24 Gunawan Wiradi, “Reforma Agraria. Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia”. 
Makalah dalam Konperensi Nasional Pembaruan Agraria, diselenggarakan oleh KOMNAS HAM, 
17– 20 April, 2001. 
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mengetahui secara pasti. Apalagi terjadi perubahan pesat dalam pembangunan 
kota sehingga kedudukan atau letak peta eigendom yang ada sudah tidak relevan.  
1. Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom  
        Pemberlakuan UUPA mengkonversi hak kepemilikan kebendaan yang 
diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetbook atau KUHPerdata. Ketentuan 
konversi ini diatur dalam Pasal I ayat (1) dan (3) Buku Kedua UUPA yang 
berbunyi,  
(1) “Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang 
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya 
tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. 
 (3) “Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di 
samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing 
dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya undang-undang ini 
menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), dengan jangka 
waktu 20 tahun. 
            Konversi hak eigendom di atas ditentukan oleh kewarganegaraan yang 
disandang pemilik hak pada 24 September 1960. Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan 
Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak eigendom orang-orang 
yang telah berkewarganegaraan tunggal pada 24 September 1960 dikonversi 
menjadi hak milik dan wajib didaftarkan dalam tempo 6 (enam) bulan sejak 24 
September 1960 kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Sedang warga 
negara Indonesia yang berasal dari keturunan asing harus membuktikan tanda 
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kewarganegaraan Indonesia tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 20 
Tahun 1959, Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1956, 
atau bukti lainnya.25  
          Pasal 1 ayat (3) Buku Kedua UUPA tentang Ketentuan Konversi yang 
menyatakan bahwa tanah hak eigendom milik orang asing dapat dikonversi 
menjadi HGB untuk masa 20 (dua puluh) tahun seolaholah bertentangan 
dengan asas nasionalitas. Namun, itu sebenarnya aturan yang masih sepotong. 
Ketentuan tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan dengan Surat Edaran 
Menteri Agraria No. KA 40/27/25 tertanggal 4 Juli 1961 yang ditujukan 
kepada Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta.  
          Surat Edaran Menteri Agraria tersebut menyebutkan bahwa orang asing 
tersebut harus mengalihkan HGB itu kepada WNI sebelum 24 September 1960. 
Sejak UUPA berlaku, hak atas tanah bekas hak eigendom yang tidak 
dikonversi dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga gugur dan tanah tersebut 
kembali dikuasai oleh negara. Negara secara sepihak menyatakan bahwa tanah 
tersebut kembali ia dikuasai dan negara bebas menyerahkan hak atas tanah 
tersebut kepada pihak ketiga dengan permohonan dari yang berkepentingan.26  
          Adapun prosedur pemberian hak atas tanah yang dikuasai negara diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-
ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Pemberian hak atas 
tanah meliputi “pemberian, perpanjangan jangka waktu, dan pembaharuan hak 
                                                          
25 2 Parlindungan A.P., Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: CV Mandar 
Maju, 1998), hlm. 247 
26 Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-
Undang Pokok Agraria) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 6 
58 
 
 
 
atas tanah”. Hal ini disebutkan dalam Bab I Pasal 1 poin nomor 5 peraturan 
menteri  tersebut.27  
          Di samping itu pemerintah mengeluarkan kebijakan atas tanah asal 
konversi hak-hak Barat. Adalah Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-
pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal 
Konversi Hak-hak Barat. Keppres ini antara lain memberi prioritas bagi 
rakyat—yang menduduki atau yang telah menduduki dan menjadikan suatu 
wilayah perkampungan—untuk mengajukan hak atas tanah bekas hak Barat 
tersebut.28 
           Ketentuan permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi 
hak Barat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 3 Tahun 
1979. BAB I Ketentuan Umum PMDN tersebut menyatakan: Pasal 1 Tanah 
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat 
yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 berakhir masa 
berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat 
berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh 
negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan 
Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini. Pasal 3 (1) Setiap orang dan 
badan hukum yang mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak 
pakai atas tanah asal konversi hak Barat yang di maksud dalam Pasal 1, dan 
masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan 
                                                          
27 Kansil. CST-ST. Christine Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria-Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 126   
28 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah 
(Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 144. 
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hak baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan 
ini. (2) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diajukan 
dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. 
Pasal 5 Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah asal konversi hak Barat 
yang berakhir sebelum tanggal 24 September 1980, dan sampai saat berlakunya 
peraturan ini belum diselesaikan.6 6 Ibid., hlm. 146-147.   
           Pemohon yang ingin mendapatkan hak atas tanah bekas hak eigendom 
diwajibkan melakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997. Tujuannya, untuk memberikan jaminan kepastian hukum di 
bidang pertanahan. Sistem publikasi sertifikat tanah yang dianut adalah sistem 
negatif, yang tetap memuat unsur positif berdasarkan Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sebab, Pasal 32 PP No. 24 tersebut 
menyatakan bahwa sertifikat sudah tidak dapat diganggu gugat setelah lima 
tahun. Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berbunyi: Untuk keperluan 
pendaftaran hak:  
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari 
pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah 
negara atau tanah hak pengelolaan; 2) asli akta PPAT yang memuat 
pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak 
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yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai 
atas tanah hak milik;  
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan 
oleh pejabat yang berwenang;  
c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;  
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; 
e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 
tanggungan.29  
         Pembuktian hak lama diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 yang berbunyi: (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas 
tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti 
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan 
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk 
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) 
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan 
selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon 
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:  
                                                          
29 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) 
Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998), CV Mandar 
Maju, Bandung-1999, hlm. 102 
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a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh 
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 
kesaksian orang yang dapat dipercaya;  
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh 
masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun 
pihak lainnya.30 
          Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan 
bahwa bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas 
nama pemegang hak pada waktu berlaku UndangUndang Pokok Agraria dan 
apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut 
sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.           
Penjelasan Atas Pasal 24 PP No. 24 tersebut menyatakan bahwa alat-alat bukti 
tertulis yang dimaksudkan adalah:  
a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 
Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa hak 
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau  
b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrijvingsordonnantie (Staatsblad 1934-27) sejak berlakunya UUPA 
sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan 
Pemerintah nomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau  
                                                          
30 Parlindungan A.P., Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) 
Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998), (Bandung: 
CV Mandar Maju, 1999), hlm. 104-105 
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c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja 
yang bersangkutan; atau  
d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 
nomor 9 tahun 1959; atau  
e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik 
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban 
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua 
kewajiban yang disebut dalamnya; atau  
f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda 
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum 
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau  
g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya 
belum dibukukan; atau  
h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 
dilaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977; atau  
i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang 
tanahnya belum dibukukan; atau  
j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang 
diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah; atau  
k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia 
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961; atau  
l. surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan; atau  
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m.lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA. Apabila bukti tertulis tersebut tidak lengkap 
atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan 
keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya 
kebenarannya menurut Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi 
kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. Pasal 24 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberikan ketentuan yang memberikan 
jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti 
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 baik yang berupa bukti tertulis maupun 
bentuk lain yang dapat dipercaya. Bila demikian, pembukuan hak dapat 
dilakukan bukan berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan 
bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan 
pendahulunya.  
Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan 
secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih 
secara berturut-turut;  
b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama ini 
tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh 
masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan;  
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c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat 
dipercaya;  
d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan 
keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997;  
e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran halhal yang 
disebutkan di atas;  
f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya 
dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh 
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.31 
          Setelah proses pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku 
tanah selesai berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1979, pembukuan tanah sebagai alat bukti dan berita acara pengesahan sesuai 
Pasal 30 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan data fisik dan data 
yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, dilakukan 
pembukuan dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Jadi salah satu tujuan pendaftaran adalah 
untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai bidang-bidang 
tanah. Oleh karena itu, data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang 
dinilai cukup untuk dibukukan walaupun ada data yang masih harus dilengkapi 
atau ada keberatan dari pihak lain mengenai data tersebut. Kemudian 
berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
                                                          
31 Ibid., hlm. 105-107. 
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sertifikat dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar 
dalam buku tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997.32.  
2. Persertifikatan Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom  
           Pasal 55 UUPA berbunyi sebagai berikut: (1) Hak-hak asing yang 
menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna-
usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa 
waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. (2) Hak 
guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk 
diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya 
bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh Undang-Undang yang mengatur 
pembangunan nasional semesta berencana.33 
         Hak Eigendom adalah hak milik Barat berdasarkan ketentuan tentang hak 
milik bab ketiga bagian kesatu Pasal 570 KUHPerdata. Dengan berlakunya 
UUPA maka terhadap hak-hak Barat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan 
konversi, di mana untuk hak eigendom diatur dalam pasal berikut ini : 
Pasal I yang berbunyi:  
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang 
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya 
tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. 
                                                          
32 Ibid., hlm. 123 
33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah 
(Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 21.  
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 (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan 
untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, 
sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam 
Pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk 
keperluan tersebut di atas. 
 (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di 
samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing 
dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini 
menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka 
waktu 20 tahun.  
(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dibebani dengan hak 
erfpacht, maka hak postal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya 
Undang-Undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 
1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak postal 
atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.  
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 Pasal ini dibebani dengan hak 
postal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak 
eigendom tersebut dan pemegang hak postal atau hak erfpacht selanjutnya 
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.  
(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang 
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan 
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tersebut dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu 
hak menurut UndangUndang ini.”34  
          Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak-hak atas tanah 
di seluruh wilayah RI sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembuat UUPA, 
maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 Undang-Undang 
Pokok Agraria atau memori penjelasan dan Pasal 19 tersebut. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, akibat hukum pendaftaran 
tanah/pendaftaran hak adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang 
dikenal dengan nama Sertifikat Tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.  
           Salah satu contoh bukti sertifkat kepemilikan tanah yang berasal dari 
hak eigendom di Kabupaten Tegal berada/berlokasi di Desa Talang, 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang telah dimohonkan melalui Notaris   
adalah sebagai berikut: 
  .35 
       
                                                          
34 Ibid., hlm. 22   
35 Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 2103 
Peruntukan/Penggunaan Tanah Perumahan”.KPN Kabupaten Tegal 15 Maret 2015. 
68 
 
 
 
           Sertifikat tanah di atas dalam bukti petunjuknya merupakan “Pemberian 
Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 2103 
Peruntukan/Penggunaan Tanah Perumahan”. Penerbitan Sertifikat tersebut 
berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
dengan nomor SK/01/HM/11.35.2015.  Sertifikat yang diberikan itu akan 
memberikan arti dan peran penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, 
yang dapat berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, baik apabila ada 
persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan ataupun dapat pula berfungsi 
sebagai jaminan pelunasan jaminan suatu utang pada bank.36          
           Terhadap tanah bertitel hak eigendom berdasarkan ketentuan konversi 
menjadi Hak Milik, hak eigendom milik pemerintah negeri asing menjadi Hak 
Pakai, hak eigendom milik orang asing dan seorang dengan dwi 
kewarganegaraan akan berubah menjadi Hak Guna Bangunan dalam jangka 
waktu 20 tahun yaitu berakhir tanggal 24 September 1980. 37 
3. Hambatan 
        Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan diterbitkan dalam suatu sertifikat 
sebagai bukti pendaftaran atas tanah bekas hak barat tersebut. Tetapi jika 
konversi atas tanah bekas hak eigendom tersebut tidak memenuhi prinsip 
nasionalitas sesuai Pasal 21 ayat (3), 30 ayat (2), 36 ayat (2) UUPA dalam 
waktu 1 (satu) tahun hak tersebut harus dilepaskan kepada pihak ketiga. Jika 
lewat waktu dalam 1 (satu) tahun, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 
                                                          
36 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya 
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 25   
37 Atang, R. Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam 
Konversi hak eigendom menjadi Hak Milik,  
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tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Di sisi lain ada hambatan yang 
telah lazim dalam proses pensertifikatan tanah hak eigendom yakni  (1) 
hambatan yang berasal dari pemohon dan (2) hambatan yang berasal dari 
Kantor Pertanahan.  
          Hambatan yang berasal dari pemohon, antara lain kurangnya 
kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun data yuridis tanahnya, 
masalah biaya dan masih adanya sengketa di lingkungan pemohon. Adapun 
hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu adanya kecenderungan 
menunda-nunda proses pengurusan tanah, pungutan di luar biaya yang 
ditetapkan serta pengisian data atau pemasukan data dalam menangani surat 
berkas permohonan yang masih salah atau idak tepat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
         Berdasarkan atas uraian dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kekuatan hukum dari sertifikat hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas 
tanah eigendom adalah sama seperti sertifikat – sertifikat hak atas tanah 
lainnya yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat akan hak atas tanah tersebut, 
sepanjang penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan syarat – syarat 
yang ditentukan serta pihak penerima hak baru sudah sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA. 
2. Hambatan  pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak eigendom di 
Kabupaten Tegal yakni hambatan yang berasal dari pemohon dan dari kantor 
pertanahan. Hambatan dari pemohon lazim terjadi (1) kurangnya kelengkapan 
data, baik data fisik maupun data yuridis tanahnya, (2) biaya dan (3) sengketa 
tanah yang dimohon. Dari kantor pertanahan misalnya (1) masih terjadi 
penundaan yang kurang beralasan, (2) pungutan-pungutan diluar biaya yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah, dan (3) keteledoran pegawai pertanahan baik 
dalam pengisian data atau pemasukan data dalam menangani surat berkas 
permohonan.  
 
C. Saran 
 
1. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap isi dari sertifikat hak atas tanah 
maka perlu kiranya diadakan sistem pendaftaran tanah yang baru yang dapat 
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mengakomodir kebenaran secara pasti akan data – data yang diajukan oleh 
pemohon dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah, sehingga pemegang 
sertifikat hak atas tanah merasa aman dan tidak merasa was – was lagi. 
2. Ketidaksesuaian data atau kesalahan lain cenderung dapa menghambat dalam 
penerbitan sertifikat atas tanah negara bekas hak eigendom, sehingga 
diperlukan prinsip kehati-hatian dan akurasi ketelitian data agar dapat 
meminimalisasi tumpang tindih letak fisik tanah dilapangan sehingga 
hambatan ini dapat diminimalisasi yang seharusnya diberikan kepada 
pemegang sertifikat juga tidak dapat dilaksanakan secara penuh. 
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